
KOMISI PEMIUHAN Ut,lUI\|

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 69 .1 lPL.o2.L-Kpt/ 3218 /Kab lvII / 2o2o

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{}I]SUNAN DAFTAR PEMILIH

DAI,AM PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAI{ UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 12)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017

tentang Pemutakhiran Data dan Pen5nrsunan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandar€rn tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan

Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandar€ul Tahun 2O2O;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 549a\

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

m
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Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65121;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7

tentang Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

2 Tahun 2077 tentang Pemutakhiran Data dan

Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 16761;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5
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5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam CoronaVirus Dbeorse 2Ol9 (COVID-l9)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

7L6l;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258(PL.O2-

Kpt/Ol IKPU /VI|2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/HK.03.1-

Kpt/ 06 IKPV lVTl/ 2O2O tentang Penetapan Informasi

Daftar Pemilih pada Formulir Model A-I(WK dalam

Pemutakhiran Data dan Penyusuna.n Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL.O 1 . S-Kpt/ KPU-Kab / X / 20 19

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 35. l/PP. O7.2-

Kpt/3218/Kab/VI /2O2O tentang Per-ubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran
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Pangandaran Nomor : 236 / PL. O 1 . S-Kpt/ KPU-Kab / X / 20 19

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggara€rn Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandar€rn Tahun 2O2O;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kptl 3218 /Kab lVll 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

PangandarErn Nomor l02.l lBAl 3218 /Kab lVlll 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan

Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam PenyelenggaraErn

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :

487 IPP .O4 .2-SD I O I IKPU /VI I 2O2O tentang Pencabutan

Surat KPU Nomor 485/PP.04.O2-SD lOl /KPU lYll2O2O
dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2O2O

tanggal 24 J:uni2O2O;

3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :

540/PP.04.2-SD / 01 /KPU/VII I 2O2O Perihal : Penegasan

Surat Dinas KPU Nomor 4871PP.O4.2-

SD/O1IKPU lvtl2o2o tanggal 6 Juli 2o2o;

4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :

542 /PL.O2. 1-SD/0 t IKPU /VIl / 2O2O Perihal : Penjelasan

Status Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Karena Hilang

Ingatan pada Formulir Model A.I(WK, A.A.3-KWK, A.B-

KWK, A.1.A-I(WK dan A.2-I(WK tanggal 8 Juli 2O2O;

5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :

546/PP.04.2-SD l0l ll<PV lVlll2O2O Perihal : Penjelasan

Surat Dinas Nomor 54O/PP.04.2-SD IOL IKPU IWU 2O2O

perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487 /PP.O4.2-

SD/O t lKPu lvt l2O2O tanggal 9 Juli 2O2o;

MEMUTUSKAN
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MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{TUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PET{YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan

Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2O2O sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Menetapkan Formulir Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan

Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusa.n yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 17 Juli 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAN GANDARAN,

MUHTADIN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN PANGANDARAN

Sub ""7 Hukum,

\\

t
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 69 .1 / PL.o2.I-Kpt / 3218 /Kab lvrt I 2o2o

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN

PEI{YI,JSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI\TYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PET\TTELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Penrbahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang. Kemudian secara spesifik, Komisi Pemilihan Umum

mengatur ketentu€rn mengenai pemutakhiran data Pemilih melalui Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2OLT tentang Pemutakhiran Data dan

Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2OL9

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2Al7 tentang Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam situasi Pandemi CoronaVirus Di,sease 2019 (COVID-19) saat ini, ada

beberapa hal yang hanrs disesuaikan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru. COVID-

19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan

masyarakat wajib dilakukan upaya pen€urggulangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2O2O. Komisi Pemilihan Umum

telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam COVID-l9. Sehingga, Pedoman Teknis ini juga perlu

disesuaikan dengan ketentuan tersebut.
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Pedoman teknis ini memuat ketentuan mengenai persyaratan memilih,

penyediaan dan pemutakhiran data Pemilih, sistem informasi data Pemilih serta

pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data Pemilih, dan protokol kesehatan

pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih.

B. Maksud dan T\rjuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Pemutakhiran Data dan

Pen5nrsunan Daftar Pemilih ddam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2Ol7 tentang Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota. Dengan memperhatikan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Waldl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2O2O, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.

Adapun tujuan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam pemutaktriran data dan

pen5rusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O; darr

2. Memberikan informasi bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O, partai politik pengusung calon,

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran, dan masyarakat umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang linglnrp Pedoman Teknis ini mengatur tentang:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan T\rjuan

C. Ruang Linglmp
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D. Pengertian Umum

BAB II PERSYARATAN MEMILIH

A. Hak Memilih

B. Syarat Memilih

BAB III PEI\TYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

B. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara

C. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap

D. Daftar Pemilih Tambahart

E. Daftar Pemilih Pindahan

BAB TV SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN PENGAWASAN SERTA

PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Sistem Informasi Data Pemilih

B. Pengawasan

C. Pelaporan Pemutaktriran Data Pemilih

D. Ketentuan [.a.in-[,ain

BAB V PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan,

adalah pelaksanaan kedaulatan ralqyat di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan

demokratis.

2. Pemilihan Serentak I"anjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Coronaviru^s

Dbease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak

Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan

jika pada sebagran wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian

besar daerah, atau selunrh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan

penyelenggara€rn Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara

normal.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri,
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sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang

selanjutnya disebut KPU Provinsi/KlP Aceh adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU

Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat

KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan ttrgas dan wewenang dalam
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pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

1 1. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu

Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota

dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu

Kecamatan adalah panitia yang dibenhrk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau

nama lain.

13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya

disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh

Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan

di desa/kelurahan atau sebutan lain.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP,

adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam

melakukan pemutakhiran data Pemilih.

15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang

telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat PemungLrtan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

17. Pemilih adalah pendudukyang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) atau

sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;

18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat

DP4, adalatr datayang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk

yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan

diselenggarakan.

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS addah daftar

Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau

pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial

Pemilih.
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20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah

diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU lKlP Kabupaten/Kola.

21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi

syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan

suara.

22.Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar

yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak

pilihnya di TPS lain.

23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data

Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan

Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran yang

dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan

dilakukan Pencocokan dan Penelitian.

24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elelrtronik dan teknologi

informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam

menyediakan, men5rusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi,

mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara,

dan Daftar Pemilih Tetap,

25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan

yang dilalmkan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih d.engan

bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun
tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.

26.Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-

sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan

ke KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.

28.Hari adalah hari kalender.
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BAB II

PERSYARATAN PEMILIH

A. Hak Memilih

Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari

pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 tahun atau lebih atau

sudah/pernah kawin.

B. Syarat Memilih

1. Pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) atau

sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berdomisili di d.aerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik;

d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik,

dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;

dan

e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pemilih yang belum genap bemmur 17 (tujuh belas) tahun pada hari

pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta

perkawinan/buku nikah, Karhr Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan.

3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata

tidak lagi memenuhi syarat, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat

menggunakan hak memilihnya.

4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS

pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud

didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Karhr Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar

menggunakan formulir Model A.A.I-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih

tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-I(WK.
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BAB III

PEI{YEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemith

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan

divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari

pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.

2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudatr/pernah kawin secara

terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:

a. nomor umt;
b. nomor induk kependudukan;

c. nomor Karhr Keluarga;

d. nurma lengkap;

e. tempat lahir;

f. tanggal lahir;

g. jenis kelamin;

h. status perkawinan;

i. alamat jalan/dulmh;

j. Rulmn Tetangga (RT);

k. Rukun Warga (RW);

l. jenis disabilitas; dan

m. status perekaman Karfu Tanda Penduduk Elektronik.

4. Informasi pada status perekaman Karhr Tanda Penduduk Elektronik
meliputi:

a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Karhr Tanda

Penduduk Elektronik; atau

c. telah memiliki Karhr Tanda Penduduk Elelitronik.

5. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa atau
nElma lain, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita
acara serah terima.

6. DP4 dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comtrvt separated

uaiues (CS$.

7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
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8. KPU melalmkan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan

DP4 hasil analisis.

9. Sinkronisasi data Pemilih dilaln:kan dengan cara:

a. menambahkan Pemilih pemula;

b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau

c. memutakhirkan elemen data Pemilih.

1O. Pemilih pemula meliputi:

a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari

pemungutan suara; atau

b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional

Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status

sipil.

1 1. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada

KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Pangandaran, sebagai bahan

pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

|2.KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau

laman KPU.

13. KPU Kabupaten Pangandaran men5 rsun daftar Pemilih berdasarkan data

hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

14. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagr Pemilih untuk tiap

TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:

a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang

berbeda, pada TPS yang sama;

b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;

c. memudahkan Pemilih;

d. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan

e. jarak dan walrhr tempuh menuju TPS denga.n memerhatikan tenggang

waktu pemungutan suara.

15. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan daftar Pemilih kepada:

a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopg; dan

b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopg dengan memperhatikan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian COMD- 19.
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B. Pen5rusunan Daftar Pemilih Sementara

1. Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPDP

a. PPDP membantu KPU Kabupaten Pangandara.n dalam melakukan

Pemutakhiran Data Pemilih.

b. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Pangandaran

berdasarkan usulan dari PPS.

c. Jumlah PPDP ditentukan f (satu) orErng untuk setiap TPS.

d. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan

penrndang-undangan.

e. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, penyelenggaraaan

bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP

dilakr:kan melalui Media Daring.

f. Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui

Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan

teknis dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-

19.

g. Bimbingan teknis meliputi:

1) jadwal pelaksanaan Coklit;

2) persiapan pelaksanaan Coklit;

3) tata cara pelaksanaan Coklit; dan

4) tata cara pengisian formulir.

h. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

1) PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian COVID- 1 9;

2) PPDP berkoordinasi dengan petugas nrkun tetangga/nrkun warga

atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan

memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah setempat;

3) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar

dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-I(WK;

4) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;

5) mencoret Pemilih yang telah meninggal;

6) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

7) mencoret Pemilih yang telah benrbah status dari status sipil menjadi

status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia;
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8) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

9) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya

setelah melalmkan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau

pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama [ain;

10) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

11) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom

jenis disabilitas; dan

12) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan

bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan

Pemilihan.

i. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir

Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ditemui secara

langsung oleh PPDP untuk dilalmkan Coklit terhadap Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya

dapat menunjukkan Karhr Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

j. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan

menggunakan formulir Model A.A.I-I(WK dan menempelkan stiker Coklit

pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan

menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

k. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model

A.A.3-KWK.

1. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS,

meliputi:

1) formulir Model A-KWK yang telah digunakan;

2) formulir Model A.A-I(WK yang dikembalikan;

3) formulir Model A.A.I-KWK; dan

4) formulir Model A.A.3 KWK,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-19.

m. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda
pengenal dari KPU Kabupaten Pangandaran.

2. Pen5rusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS

a. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP, melakukan kegiatan:

1) mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;

2) memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
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3) memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan

rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.

b. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDPyang tidak lengkap dan/atau tidak

sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil

Coklit.

c. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menJrusun daftar Pemilih

hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

d. PPS dalam men5rusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh

PPDP dengan membuat softcopg terhadap Pemilih yang tidak memenuhi

syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan

menggunakan formulir Model A. B-KWK.

e. PPS melalmkan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah

men5 rsun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-

KWK.

f. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi

kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah

PPDP melakukan Coklit.

g. PPS melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan

ke dalam berita acarayang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-19.

h. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan

perwakilan Partai Politik.

i. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COMD-l9

terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno.

j. Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Perwakilan Partai Politik dapat

memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

k. Masukan hanrs disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan

lokasi TPS.

1. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan

terbukti benar.

m. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. PPK;

b. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
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c. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

d. Penvakilan Partai Politik,

n. Dalam hal PPS melakukan penJrusunan daftar Pemilih hasil

pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan

dalam bentuk hardcopg. dengan menerapkan protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian COVID- 19.

3. Pen5rusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPK

a. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di

wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran

dari PPS.

b. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke

dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-19.

c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Perwakilan masing-masing dari PPS,

Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Po1itik.

d. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COMD-l9

terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur perwakilan.

e. Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslu Kecamatan atau perwakilan Partai

Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam

rekapitulasi.

f. Masukan hanrs disertai dengan data autentik dan bukti terLulis berupa

nama Pemilih, nomorindukkeperrdtrdr:kan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi

TPS.

g. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan

terbukti benar.

h. PPK men5rusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilihke dalam

formulir Model A.B. 2-I(WK.

i. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:

1) KPU Kabupaten Pangandaran;

2l KPU Provinsi Jawa Barat melalui KPU Kabupaten Pangandaran;

3) Panwaslu Kecamatan; dan

4) Penvakilan Partai Politik,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian COMD-l9.
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4. Pen5nrsunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Pangandaran

a. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten

Pangandara.n melalmkan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran

dan menetapkan DPS.

b. Rekapihrlasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka

dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota KPU Kabupaten Pangandarart, dengan menerapkan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian COMD- 19.

c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing PPK,

Bawaslu Kabupaten Pangandaran, perwakilan Partai Politik, per-wakilan

Tim Kampanye Pasangan Calon, dan perangkat daerah yang

menyelenggarakan u nsan kependudukan dan catatan sipil setempat.

d. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COMD-19

terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur perwakilan.

e. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten Pangandararl, atau

perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat

kekeliruan dalam rekapitulasi.

f. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bulrti tertulis berupa

nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan

lokasi TPS.

g. KPU Kabupaten Pangandaran wajib menindaklanjuti masukan apabila

data yang ditunjukkan terbukti benar.

h. KPU Kabupaten Pangandaran menJrusun rekapitulasi DPS ke dalam

formulir Model A. 1. I-KWK.

i. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan formulir Model

A. 1. I-KWK kepada:

1) KPU Provinsi Jawa Barat;

2l KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat'

3) Bawaslu Kabupaten Pangandaran;

4l Penvakilan Partai Politik; dan

5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan

dan catatan sipil setempat,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian COVID- 1 9.

i. KPU Kabupaten Pangandaran dalam menetapkan DPS menggunakan

formulir Model A. I -KWK.
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k. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan DPS kepada PPS

melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

1) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

2) pengumuman di sekretariat/balat Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (R!V) atau tempat strategis lainnya; dan

3) PPS.

1. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan DPS, dalam

bentuk softcopg dengan format Portable Document Format (PDF) kepada

perwakilan Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, untuk
mendapat masukan dan tanggapan.

m. Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk comma

separated ualues dengan tidak menampilkan informasi nomor induk

kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

5. Pengumuman DPS

a. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan

tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor

karhr keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan

masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.

b. KPU Kabupaten Pangandar€rn dapat melakukan uji publik DPS dengan

dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan

untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan

melalui Media Daring.

c. Dalam hal KPU Kabupaten Pangandaran tidak dapat menyelenggarakan

uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan

prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka

secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan

dan pengendalian COVID- 1 9.

C. Pen5rtrsunan Daftar Pemilih Tetap

1. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS

a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat

mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau
identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS, dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-

19.

b. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang

berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan
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informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

1) Pemilih yang telah memenuhi syarat; Pemilih sudah/pernah kawin

di bawah umur 17 (tujuhbelas) tahun;

2l Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang

berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

3) Pemilih sudah meninggal dunia;

4l Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain

tersebut;

5) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau

6l Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagr memenuhi syarat sebagai

Pemilih.

c. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan

menyerahkan salin an lfotocopgl Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk
diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

d. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih

yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, dengan menerapkan

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COMD-19.

e. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima,

PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bulrti telah diterima

usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

f. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir

Model A.2.l-I(WK.

g. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri

oleh PPDP, PPL, perwakilan Partai Politik, dan perwakilan Tim Kampanye

Pasangan Calon.

h. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-l9

terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur perwakilan.

i. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan

dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti
tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir
Pemilih, dan lokasi TPS.

j. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang
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ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

k. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil

perbaikan kepada PPK.

2. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh PPK

a. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil

perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-l(J, lK.

b. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke

dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kehra dan Anggota PPK

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-19.

c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing PPS,

Panwaslu Kecamatan, perwakilan Partai Politik, dan perwakilan Tim

Kampanye Pasangan Calon.

d. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COMD-l9

terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur perwakilan.

e. Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslu Kecamatan atau perwakilan Partai

Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliman dalam

rekapitulasi.

f. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis benrpa

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

g. PPK wqjib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan

terbukti benar.

h. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:

1) KPU Kabupaten Pangandaran;

2) KPU Provinsi Jawa Barat melalui KPU Kabupaten PangandErran;

3) Panwaslu Kecamatan; dan

4) Penrakilan Partai Politik,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-I9.

3. Pen5rusunan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Pangandaran

a. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten

Pangandaran melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan

menetapkan DPT.

b. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka

dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota KPU Kabupaten Pangandarani., dengan menerapkan protokol
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kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID- 19.

c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing PPK,

Bawaslu Kabupaten Pangandaran, penrakilan Partai Politik, dan

perwakilan Tim Kampanye Pasangan Calon.

d. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-l9

terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur perwakilan.

e. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten Pangandarart, atau

perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat

kekeliruan dalam rekapitulasi.

f. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bulrti tertulis berupa

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

g. KPU Kabupaten Pangandaran wajib menindaklajuti masukan, apabila

data yang ditunjukkan terbukti benar.

h. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan DPT dengan menggunakan

formulir Model A.3-KWK.

i. KPU Kabupaten Pangandaran menJ rsun rekapitulasi DPT ke dalam

formulir Model A.3. I -KWK-

j. KPU Kabupaten Pangandarart menyampaikan salinan rekapitulasi DPT

kepada:

1) KPU Provinsi;

2) KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;

3) Bawaslu Kabupaten Pangandaran;

4) Perwakilan Partai Politik; dan

5) perangkat daerah yang menangani urusan kependud.ukan dan

catatan sipil setempat,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-19.

k. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan penetapan DPT

kepada PPS melalui PPK dafam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan

sebagai:

1) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

2l pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (RW atau tempat strategis lainnya; dan

3) arsip PPS.

L KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan DPT dalam bentuk

softcopg dengan format portable document formnt (PDF) kepada Tim
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Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan

Calon tingkat Kabupaten Pangandaran, Panwaslu Kecamatan dan

Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

m. KPU Kabupaten Pangandaran memberikan salinan DPT dalam bentuk

softcopy dengan format excel atau comtno. separated ualues (CSV),

apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat
kecamatan, Tim Kampanye Pasangan calon tingkat Kabupaten

Pangandara.n, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pangandaran.

n. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor

induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
4. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Pangandaran, PPS

mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak

menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu

keluarga Pemilih secara utuh.

D. Daftar Pemilih Tambatran

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai

Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan

dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang

bersanglrutan menggunakan formulir Model A.Tb-I(WK.

2. Untuk mempennudah proses input data DPTb, pada saat rapat pleno

rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Model A.Tb-I(WK

digandakan rangkap 1 (sahr) dan dijadikan dokumen diluar kotak suara

sebagai dasar proses input data oleh operator data pemilih.

E. Daftar Pemilih Pindatran

i. Salinan DPT yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pangandaran kepada

PPS melalui PPK dapat dilengkapi dengan DPPh.

2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terdiri atas data Pemilih

yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan

tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat

yang bersanglutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah

dalam satu wilayah Kabupaten Pangandaran.

3. Keadaan tertentu meliputi:

a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. Menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau h.rskesmas dan keluarga
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yang mendampingr;

c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;

d. Menjalani rehabilitasi narkoba;

e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;

f. T\rgas belajar;

g. Pindah domisili; dan/atau

h. Tertimpa bencana alam.

4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3
(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukan

bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam

DPT di TPS asal.

6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat

pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.S-KWK yang akan digunakan

untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari

Pemungutan Suara.

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur untuk melaporkan

kepada PPS asal, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten

Pangandaran atau PPS tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-

KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. PPS atau KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan laporan Pemilih,

meneliti kebenaran identitas yang bersanglmtan pada DPT.

9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten

Pangandaran menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih

menggunakan formulir Model A.S-KWK, dengan ketentuan:

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Pangandaran.

10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan

DPT.

ll.Pemilih menyampaikan formulir Model A.S-I(WK kepada PPS tempat

tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-19.
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BAB IV

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Sistem Informasi Data Pemilih

1. KPU Kabupaten Pangandaran dalam menJrusun data Pemilih, DPS dan DPT

menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.

2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja
penyelenggara Pemilihan dalam menJrusun, mengoordinasi, mengumumkan,

memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan

pemeriksaan data Pemilih.

3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Pangandaran memasukan data

DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih

berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh

KPU

5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten

Pangandaran, PPK dan PPS.

6. Dalam hat tidak tersedia szrrana dan prasar€rna memadai untuk

menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan

atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh

PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih

difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Pangandar€rn.

B. Pengawasan

1. KPU Kabupaten Pangandaran memonitor dan melakukan pencermatan

terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan pemeriksaan terhadap

pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5%

(lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Pangandaran.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan diatur dengan

Keputusan KPU.

4. KPU Kabupaten Pangandaran menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu

Kabupaten Pangandaran terhadap Pemutakhiran Data dan pen5rusunan

Daftar Pemilih.
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C. Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih

KPU Kabupaten Pangandaran wajib menyampaikan laporan tahapan

Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat serta

menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

D. Ketentuan l.ain-Lain

1. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan lembaga

pemasyarakatan Ciamis untuk mendapatkan data warga binaan yang

berasal dari Kabupaten Pangandaran yang bebas sebelum hari pemungutan

suara

2. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah

yang mengakibatkan penduduk setempat harrs pindah domisili maka KPU

Kabupaten Pangandaran:

a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS

dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Karhr Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana

atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau

b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat

pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah

penetapan DPT.

3. KPU Kabupaten Pangandaran wajib menjaga kerahasiaan informasi data

pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-undangan.

4. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusuna.n daftar Pemilih

menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Pedoman Teknis yang merupakan bagtan tidak terpisahkan dari

Pedoman Telsais tentang Pemutakhiran Data dan Pen5nrsunan Daftar

Pemilih ini.

5. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
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BAB V

PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten

Pangandaran serta badan ad hoc penyelenggara Pemilihan yaitu PPK, PPS,

KPPS, dan PPDP dalam melaksanakan kegiatan tatrapan Pemutakhiran Data

dan Pen5rusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggarazrn Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandara.n Tahun 2O2O. Diharapkan dengan adanya Pedoman

Teknis ini, proses pemutakhiran data dan pen5rusunan daftar pemilih dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 17 Juli 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd

Sub ""r Hukum,

K')
rv/

r l--

*
:
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 69.1 I PP.O4.2-Kpt I 3218 I Kab I vtt I 2O2O

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN

PEI\TYIJSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM

PEI{YELENGGAITAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{YUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DAI,AM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O
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JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{YTJSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PEI{YELENGGARq'AIV PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O

NO KODE NAMA

MODEL A

1 Model A-KWK Daftar Pemilih

2 Model A.A-KWK Daftar Pemilih Bam
3 Model A.A.l-K\I/K Tanda Br.rkti Pendaftaran Pemilih

4 Model A.A.2-I(WK Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian

5 Model A.A.3-KWK Laporan Hasil Coklit PPDP

6 Model A.B-KWK

7 Model A.E}.I-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Desa/Kelurahan

8 Model A.B.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Kecamatan

9 Model A. f -KWK Daftar Pemilih Sementara

10 Model A. 1. I-KWK Rekapitulasi Daftar

Kabupaten/Kota

Pemilih Sementara

11 Model A. I.A-KWK Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat

terhadap DPS

t2 Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

13 Model A.2.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan Desa/ Kelurahan

t4 Model A.2.2-l{VlK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan Kecamatan

1-5 Model A.3-I$ IK Daftar Pemilih Tetap

16 Model A.3.I-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Kabupaten/Kota

t7 Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan

18 Model A.S-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)

19 Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan

Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
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ModelA.A.r-KW.K

G
CONTOH

TANDA BIIKTI PENDAFTJ{RAN PEMILIH
PEMILTHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN2o2o

Kepala Keluarga/ Pengbuni Rumah :

AIamat

No. TPS

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga

/Penghuni Rumah
Petugas

Pemutakhiran Data
Pemilih

( ...) ( )

No Nama Pemilih
1.

2.

3
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11

L2.

P-.

Model A.A.I-ICMK

ffi
TANDA BUKfi PENDAFT]N,R3,N PEMIU}I

PEMIIJHAN BUPATI DAN WAKTL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN2o2o

Kepala Keluarga/ Pengluni Rumah :

Alamat :

No.TPS :

Ditanda tangani di
TanggaI,

Kepala Keluarga

/Penghuni Rumah

(...

Petugas
Pemutakhiran Data

Pemilih

)(. .)

No Nama Pemilih
1

,
3.
4.
5.
6.

7
8

9.
10
11.
L2.
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Model A.1.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

rAHUN 2O2O

Pada hari tanggal........ KPU Kabupaten/PPK/PPS *)

tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama

NIK

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

SebagaiBagian

..menenma

MasyarakaUPengawas Pemitihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:
No Jenis Tanggapan dan Masukan Jumlah

1. Kesalahan elemen data pemilih

2. Pemilihbelumterdaftar .

3. Pemilihtidakmemenuhisyarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan ldentitas Kependudukan atau Surat Keterangan

2. Dokumen EleKronikdalam bentuk excel/csv/PDF

3. Lainnya.

Demikian masukan dan tanggapan inidibuat dengan sebenar-benamya dan untuk digunakan sebagai

bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiPangandanan Tahun 2020

Tertanda

KPU KabupatentPPlVPPS *) Pemberi Tanggapan dan Masukan

( ) (

* ) Coret yang tidak perlu

- - -. - - - - - - - - - - - - - - -...t

)
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ModelAS-KWK

SURAT PEMBERTTAIIUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHA}O

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAhIGAhIDAIL{NI
TAHUN2O2O

KPU lGbupaten/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/I(elurahan *). 
. . . . . .

padaHari... ..........Tun9941.......Bulan..... ....Tahrxr... .......
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap

AlamatLengfup

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

,mengeluarkan Surat Pemberitahuan

4. Kabupaten

5. Provinsi

Tugas belaj arl menempuh pendidikan

Pindah domisili

Tertimpabencana alaln

1. TPS

2. Desa/I(elurahan

3. Kecamatan

Alasanpindah memilih:

Menjalankan tugas

Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi

Menjalani perawatan di panti sosiaVrehabilitasi

Menj alani rehabilitasi narkoba

Menjadi tahanan di rutan atau lapas

Digunakan oleh pemilih unhrk memberikan haknya untuk memilih di:

l. TPS **)
2. Desa/Kelurahan
3. Kecamatan
4- Kabupaten
5. Provinsi

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih **'i)

Bupati dan Wakil BupatiAilali Kota dan Wakil Walikota
Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU Kabupaten

Panitia Pemungutan Suara *)

Keterangan
Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap
) Coret satu kolom yang fidakperlu
**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilahuhan oleh KPU Kabupaten utau PPS Tujuan
***1 Ptlih sesuai dengan hetentuan hak pilih

)

I1IIIr

(.

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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ALUR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI{YUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PEI{YELENGGAILq,AN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KPU Kab. PPK PPS PPDPKPURI KPU Prov. Jawa
Barat

Fenyanpa&n Hd
FerrtlrrerEnDPl(e

PPTF

Perprimaan dan

}tq*xHaniUi fhd
Panpsunn OP

nfifMb
z2ntM

Penerirsan dan

Sird(]srbai DPrt

2ttSt&&.
?8,,/rayD

Pernriman dan

Prfiyrrp€irr
lldAnddrDF,0

fim,arx>
lqttM

Penyt,susrlldlr
Pertdilttlaea

gnlronbari XPU

15r621[D

lltft&&
Penrarx*n Hasf

Perytlsr nDPfe

PPS

ModdAKWK

7ar.a@0?otBtzJ2o

Peopsrnan DP

Hasf PenuhE*an

Peryaqn&nkePPtt

lsfltxIIJ-lgU?iIm
funcocokan dan

FerphbnlrdAB-t(w(

tlodel AAJ(WK

ModelA.A.'t-KWK

lloddA.A2-|$VK

llod€IAAIKWK

3(}82(l2Grnz(Ilo
Rekqtutri DP

lladl Pemufakhiran

& Desdl(clrahan2Jofzr,J{lotzIa
RekAibbsi tlP

lbsf Pemidfiian
lI Kecarmlan

Model AB.l+Qt/K

tlod€, AB-2-|(WK

Penydnlr*rt ssfnart

d*unen kpd

std(ohoHerB Pemilftan

(PPf(dm XPU l(ab.

Ptrgatrdoar)
Penyarpakms* n

d(umenkpd

sid(efioldeisMEr

fina@If^

t8rsz@0

Penyampaian DPS

ke PFK

?ctstxP0Snotztr.a

Psbq*dltPSokfiPPS

llodd A1-A.l(UlK

drE[O.tdrPF|(
firPFS.rh#rr

Fr*tuf
id.?rtlrrlarf
r*-rEarr

&rl-Eapr

it t{vM}6fi0,2ltrl0
Rdqada:i dan

peryanryin DPS

lbsf Pertatm ll-
ItdlDosa$d PPK

tlodd A2-KWK

ModC A2.l-KlArK

7fi@IEoryt02@0
Rclopitlai&n

@rOPS
llad Pertdsrdc

ttecamal*r$dXPU

X*-erArdrrr

l/to&l42.2-lqlrK

w&tGtq0t,,,o
Rd(4iliJaiDP

lleslPemHazr
dtn@nDPS

frlgb-
Pa.rgsdartt

r/bddA1.I-KIYK

tffiAl-l$ilt(

Poyangtians*}'r
thhagrbd

sd.€holdersMtar

t

SctushN@.hDP
EiSi:L.?

kcr*ihPrni
PollL

It a*adri
Pmhdo

11t9tw*
$tBtz@J

Peqrarpahn DPS

ke PPS

19ts&tG2ets//2(,D

Penerinaan DPSdai

PPK Pengumuman

tPfi, dil Tanggapa.r

lh:/rEkat

Msladri
hrcludar

Pqraftifa }rtai
Poliik

Metederi
Brychda

Isr*ila Frtai
BokiL
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KPURI KPU Prov. Jawa
Barat

KPU Kab.
Pangandaran

PPK PPS PPDP

ModdAIKWK
Model A.3.,-1(WK

Ponyamp*n salaan

d&rn€n fpd

slalcirolders IWun

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 17 Juli 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

\-
r=
ujr

ATSEKR

Mra*radari Brdr
da Pqwkilan Patai

PoliiL

gfi0f?,,,-lGfiot2fim

Refaphdaci DPS lld
Peftd<antk ]Gb.

Pangadasndtt
Feoc&par DPT

Penyarpa&nsahan

dohn*ngd
stalchddeo Peo5an

17nt2g&frfi0t@
Pc{ry'zr1Eint PT

,,i,otxx,J-
Gnzr:ea

Pemtnurer DPT

17ll0t?@o-frfiot?fim

Ferqfarplan tXT

Sub Hukum,

3oL
\
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